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TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI
INOVASI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang : a.

KEPALA DINAS

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
pemberian informasi data kependudukan yang
mernadai, akurat, tepat wakftr dan terkini yang dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebiiakan
dibidang pemerintahan dan pembangunan, pelayanan
pada masyarakat, serta laporan harian pelayanan
administrasi kependudukan Kabr-lpaten / Kota;

bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemberian
informasi data kependudukan di Kabupaten/Kota,
diperlukan inovasi dalam pengolahan dan penyajian
data kependudukan yang tidak bertenrangan dengan
ketentuan yang ada, untuk itu perlu dilakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap inovasi
pengolahan dan penyqiian data kependudukan tersebut
oleh Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga
Berencana, Kependudukan dan pencatatan Sipil
Provinsi sumatera Barat melalui kegiatan supenrisi
Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, d.an
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang
Pelaksanaan Kegiatan supervisi Inovasi pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan Tahun Angaran 2O1.9;

Uldang-Undang Nomor 23 Tahun 20el6 tentang
Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor L24, Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46741,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und.ang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahrrn 2}tj6 tentang
Adnainistrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2}lg Nomor 2JZ, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sa70;

ir{engin5lat : l.
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6.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2A09 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AO9 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Arc tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s67e);

Peraturan Pernerintah Repr-lbtrik Indonesia Nomor 37
Tahun 2OOT tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Peratrrral Pemerintah Republik Indonesia Nomor lO2
Tahun 2Ot2 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2AAT tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA6
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 25 Tahun 20lt
tentang Pedoman Pengkajian, Pengernbangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015
tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara
Pemberian Hak Akses ser[a Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan dan Karhr Tanda
Penduduk Elektronik;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17
Tahun 2OL9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran
2024;

Peraturan Gu.bernur Sumatera Brarat Nornor 78 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

9.

1O-Peraturan...



Menetapkan

i..ESAIU .

KEDUA

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2O2A;

MEMUTUSKAN:

:

Meiaksanakan Kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2A2O
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang meruppkeur
bagian tidak terpisahkan da-ri Keputusan ini, sebagai berikut :

a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Supervisi Inovasi
Pengolahan dan Penya,jian Data Kependudukan Tahun
Anggaran 2O2O.

b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan supervisi
Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Tahun Anggaran 2O2A.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktu"n KESATU huruf a
mempunyai tugas :

a. Penanggungjawab Pelaksana : Eler[anggung jawab atas
terselenggaranya kegiatan supervisi Inovasi Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2O2O.

b. Wakil Penanggungjawab Pelaksana : Membantu
Penanggungiawab dalam terselenggaranya kegiatan
Superrisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan Tahun Anggaran 2A2A.

c. Koordinator Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan
seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan supenrisi
Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Tahun Anggaran 2O2A.

d- Ketua Pelaksana : Melaporkan hasil kegiatan supervisi
Inovasi Pengolahan dan Peny4iian Data Kependudukan
Tahun Anggaran 2AZA kepada Koordinator pelaksana.

e. Wakil Ketua : Membantu Ketua PeLaksana dalam
pelaksanaan kegiatan supervisi Inovasi pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2AZA.

f. sekretaris : Membuat Matriks Pernbinaan dan pengawasan
sebagai bahan untuk pelaksanaan Supervisi ke
Kabupaten/ Kota serta melakukan rekapitulasi Laporan Hasil
Pelaksanaan Superrrisi Inovasi Pen.golahan dan penyqjian
Data Kependuduhrr di Kabupaten/ Kota.

g. Angota : Elersanna seluruh Tim melaksanakan kegiatan
Supervisi Inovasi Pengolahan dan penyqiian Data
Kependudukan Tahun Anggaran 2oza berdasarkan Matriks
Pembinaan dan Pengawasan yang telah dibuat oleh
sekretaris dan membuat Laporan serta mel;akukan analisa
Hasil Supervisi Inovasi Pengolatran dan penyajian Data
Kependudukan r:ntuk masing-masing Kabuparen / Kota.

KETIGA...



KETiGA

KEEI\TIPAT

KELIIViA

KEENAM

Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud
dalarn diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Apabila terjadi perubahan susunan Personil 1im ssfagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU huruf a akibat mrrtasi, maka
cukup dengan melampirkan SK mutasi yang bersangkutan.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2O2O.

Keputrrsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila
terdapat keliruan dalam penetapannya, akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Januari 2O2O

$ r.rno* DrilAs g

$rnw.
NIP.1968041

Temhrusan disampaikan kepada Ytr.
1. Yang bersangkutan
2. Arsip

IS.Sos., M.M.
5 198902 1 001



LAMP;i?,4.},I I : KEPUTUSAN
KELUARGA
PENCATATAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN

SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
: 4731 o4 /DPPKBKPS.S|I|2U20
: 6 JANUARI 2020
: PELAKSANAAN KEGIATAN

INOVASI PENGOI.AHAN DAN
DATA KEPENDUDUKAN TAHUN
2020

SUPERVISI
PEI{YAJIAN
ANGGARAN

TIM PELAKSANA I(EGIATAIT SUPERVISI INOVASI PENGIOLJIIIAN DAN
PBSYAJI.AT{ DATA I(EPENDUDTII(AIT TAIIUN ANGGARAIT 2O2O

NO ilAMA/JABATAII JABATAN DAI"AItr TIM
1 IRWAN, S.Sos., M-M.

Kepala Dinas
Penanggung Jawab

Pelaksana
2 Ir. FUTRI RENO SARI, M.Si.

lieirretaris Dinas
Wakil Penanggung Jawab

Pelaksana
J ISNANDAR PUTRA, S.Pt.

Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data
Koordinaton Peiaksana

A DESI AGUSTINA SYAHRAL, S"E.
Kasi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependu4

Ketua Pelaksana

DE}N' LESMANA DARUSAMIN, S.T.
Kasi Keriasama dan Inovasi Pelayanan

Wakil Ketua

6 ld. i.i.: r:liii, S.Sos.
iiasr &ioiritoring dan Evaluasi

Sekretaris

7 FITI{RATUL MUSLIMAH, S.Kom.
Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Anggota

I fiFi;i l.l'rjiY AS, S.T.
$tai tsii:rng PIAK dan Pemarfaatan Data

Anggota

I AGUNG PERMANA PUTRA, S.STP"
Staf Bidals PIAK dan Pemanfaatan Data

Anggota

\ *r*o"o Drrras fl

fimw .Sos.. M.M.
NIP.1q680 15 198902 1 001



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPAI,A RINAS PENGENDALIAN PENDUDUK'

KBLUARGABERENCANA,KEPENDUDUKANDAN
PENCATATANSIPILPROVINSISUMATERABARAT
NoMoR : a73l 04 iDPPKBKPS'slIl2o2o
TANGGAL : 6JANUARI2020
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI

INOVASI PENGOI.AHAN DAN PET\TYA.IIAN

DA?A KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN

2020

R.INCIAX BIAYA PELITKSAIIAAT{ KEGTATAN SUPERVTSI INOVASI
PE}ITGOLAIIAN DAN PETSYA"'IAI{ DATA I{EPENDUDT'KAN

TATIUN AT{GGARAil 2O2O

Kode Rekening Uraian

Rincian Penghitungan Jumlah

(Rp)
Volume Satuan

Harga
Satuan
(Rp)

I 2 J 4 5 6:3x5
5 ') BELANJA LANGSUNG 2s.000.000

, 2 L BEI-ANJA BARANG DAN JASA 25.000.000

5 a 2 01 Belania Bahan Pakai Habb 2.030.000

) 2 2 0l nl Belania Alat Tulis Kantor I Tahun 630.000 630.000

f 2 2 0l 06
Belanja Bahan Bakar Minyak (digu:akan
langsung untuk kegiatan)

1 Ls 1.350.000 1.350.000

5 ) 0l r) Belania peralatarlperlengkapan pakai habis I Tahun 50.000 50.000

) 2 2 06 Bclania Cetak dan Penggandaan 430.000

5 ? 2 06 a2 BelaniaPenggandaan 1 Tahun 430.000 430.000

5
,}

2 11 Belania Makanan dan Minuman 520.000

5 a 2 lt o-) Belania Makanan dan Minuman Rrlat I kali 520.000 s20.000

5 2 2 l5 Belania Perialanan Dinas 22.020.000
5 2 2 l5 0l Belania Perialanan Dinas Daiam Daerah 22.020.000

Perjalanan Dinas ke Kab/I(ota I tahun 22.020.400 22.020.000

Jumlah 25.000.000

\.. *roro DrrrAs tu

I rnw. S.Sos., M.tril.
NIP.19680 15 198902 1 001
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